PROVINSE JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATE TUBAN
KOMOR 14 TAHUN 2017
TERTANG

SISTEM DAN PROSEDR PEMNONGTTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAR

DERGAR RAAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang » & bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 75 dan
Pagal 105 Peraturan Daerab Kabupaten Tuban Nomor
35 Tahun 211 temtang Pajak BDaerah  perlu
metetapkan Perpfuran Bupatl terptang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perclehian Hak Atas Tanah
dan Bangunan,

b. bahwa sehubungan dengan perubshan Peratbran

Deeralh Nomor B4 Tehun 2016 tenfang Pembentukan
dan Busunan Peranghat Daerah, maka Peraturan
Bupsli Tuban Nomor 24 Tabhun 2011 perlu ditinjau
kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaky dan menetapkannye dalam suaty Peraturan
Bupat;

Mengingal: ¢ L Undang-lfndang Nomor 12 Tebun 1930 tentang
Pembentukan Daerab-daerah Kabupaten Dalam
Eantghungan Proping Dfawa Timur sebagsimana telah
dinbah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tatrun
1965 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tembehan Lembarsn  Negera
Republik {ndoresia Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomoer 15 Tahun 2004 tentang
Pemsriksaan Pengelolaans  dan  Tanggung  Jawab
Heuvangan Negara {Lembaran Negare Republik
Indenesia  Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undanp-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajuk
Baerah dJdan  Retribugi Daerah  (Lembaran Negara
Repubitk  Indonesin  Tshun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran MNegara HRepublik Indonesia
Normor 5045}

4. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah sehapgaimana  telah  diubak
edua kali dengan Undang-Undeng Nomor 9 Tahun
2015 (FLembaran Negara Republikx lndonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara
Republik lndonewia Nomor 5679);

3. Feraturan Pemerintah Nomor 58 Taliun 2005 tentansg
Fengelolaan Keuangan Daerab {Lembaran Negara
Fepublik Indonesta Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaren Megara FRepublik  Indonesia
Neomor 4575}

& Peraturan Menteri Dalam Regeri Nomor 13 Tahun
2006 tenteng Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah
sehagammare  telah  diubabh  kedua kali  dengan
Peraturan Menteri [Dalam Negeri Nomor 21 Tehun
201t

7. Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 temtang Tata Cara  Penatausshaan dan
Petvusunan Laporan Pertangoungiavwaban Bendabhars
Serts Penyampaianiiva,

8. Peraturan Daersh Kabupaten Tuban Nomor 06 Tehun
2007 tentang Pokolepokok Pengelofzan Keuangan

! Faaeraly,

9. Peraturan Daerab Kabupater Tuban Nomor 05 Tashun
2011 tentsng Pajak Daerab;

10, Peraturan Baerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tehun
2018 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat
Daeralt;




MEMTTUTSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR. PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAX
ATAS TANAM DAN BANGURAN,

EABE
RETERTUAN TIMUM
Fayai 1

Datamm Peraturan Bupati ind yang dimaksud dengan

i,

Hea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunen vang selaniuinya disebut
BPHTE adalah Pajak yang dikenakan stes perolehan hek atas tanah
thari/atay bangunan.

Ferclehan Mak atas Tanah dan/atau Bangunan adateh perblatan atau
peristiwe hukum  yvaog mengakibatkan diperolehnva heak atas taneh
datt/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atps Tanah dan/atas Bangunan adalah hak atas taneh, termasuk
hek pengelolasn, beserta bangunan diztasnys, sebapaimana dimaksud
datam Undang-undang di Bidang Pertanshan dan Bangunan.

. Wailb Pujak adalal Crang Pribadi atau Badan, melipud pembayeyr pajak,

pemotong pajel, dan pemungut pajak, yang mempunyal bak dars
kewajiban perpajpkan sesuad dengan ketentuan Peraturan Ferundang.
undangan FPerpajalkan Daerab.

Badan adalah sehumpulan omng dan/atau modal Yang mwerupaian
kesatuan, batk yang melakukon usaha maupun yvang tidsk melabukan
usaha veng meliputi Perserpaan Terbatas, Persercan Komanditer,
Perzeroan lainnye, Badan Usaha Milik Negara (BLUIMN) dengan naynsg dan
dalam hentuk apapun , Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Orgarsssi Messz, Orpanisnsi
Bosial Polick, atau Organisasi lainnyva, lembaga dan bertuk badan
lainnya tertnasuk kontrak Investast Koleltif dan bentuk usaba tetap.
Pejabat Pemboat Akta Tanah yang selanfutnya disebut PPAT/Peirbat
Ledang, adalab pihalt vang berwenang menerbithan Akta Pemindaban
Hal atas Tanah dan/atew Bangunan,

- Badan Pendapaten, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dagrah vang

selanfuinyeg disingkat BPPKAPY adalah Badan Fendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Brerah Kabupaten Tuban.
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Pranl 2

Statem  dan  Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup  selurub
rangheisn  proses  yang harus  dilakuksn  delam  menesims,
menaiaugahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTE.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada avat {1} meliputi ;

A prosedur penguriasan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/fatau
Banguanan;

b. prosedur pembavaran BPHTH;

£, prosedur penelitian S8PD BPHTE;

d. presedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Beangunagt;

¢. prosedur pelaporan BFHTH;

f. prosedur penagiharndan

B prosedur pengurangan,

Prosedur pengurusan Akts Pemindahan Hak atas Tansh dan/atau

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2} huruf a adalah

prosedur penyiapan rancangan alta pemindahan hak atas tanah

danfatau bangunan sekolipins penghitungan besar BPHTR terbtang

Waiih Pajak.

Prosedur pembayaran BPHTE sebageimana dimaksud pada ayat (2}

buruf b adalah prosedur pembayaran pajek terbutang vang dilakukan

olel Waijib Pajak dengan mengginalan 88PD BPHTE.

Prosedur penelitian S8PD BPHTR sebagaimans dimaksud pada ayat

{4 huruf ¢ adaleh proseditr verifilkas yang dilakukan BPPKAD atas

kebenaran dan  kelenghapan S8PD BPETE  dan  dolumen

perdhikungnya,

Frosedur pendaftaran Akts Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan scbagaimana dimelsud pada avat (@) hursf d adaleb

prosedir  pendaftaran akia ke Kepals Kantor Pertanahan  dan

FPenerbitan Akiz oleh PPAT.

Frosedur pelaporan BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

huruf & adelah prosedur pelaparan reslisasi penerimacn SPHTE dan

Akta Pemindahan Hak.
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Progsedur penetapan Surat Tagihan SKPDKEB/ SKPDEST, dan Surat
Teguran sebagsitnana dimakand pada ayat {2) huruf [ adalah prosedur
penetapan Surat Tagihan Pajek Daersh BPHTH, SHPDER/SEKPIHEBT,
dan Surat Teguran vang dilakukan oleh BPPKAL.

Prosedur Penmuranpan sebageimana dimaksud pada ayat (2} humfg
adalah prosedur penetapan persetujuan/pesclakan atas pengaiuvan
pengurangan BPHTE yang disjukan oleh Wajib Pajalk.

Pasal 3

Untuk melaksanakan sistemn dan prosedur sebagaimena dimaksud
delen Pasal 3, BPPKADY harus mempersiapkan  fungst FUOg
dibutuhian, meliputi :

a. Fungsi pelavanan;
B Fungsi daia dan informesi; dan
¢. Fungsi pembukuan dan pelaporan,

Fungsi pelayanan sebagaimana dimajksied pada ayat {I] huruf a
bertugas melakokan fnteraksi dengan wajib pajak dalam tahapan-
tehapan pemungutan BPH'S seperti dalam proses peneiitian SSP0
dan proses pengurangan BRPHTE,
Fungsi data dan informast sebagaimans, dirmleud pada avat {1} hursf
b Bertugas urtuk mengelola database terkait ohvek pajak.
Fungsi pemnbukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
{} huruf o bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimasn
BFHMTE berdagarkan data dan laporan dar pihak-pihak lain yang
ditunjukk.
BAE I
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEPHTR
Baglan Kesatn

Pepgurosan Akts Pemindahan Hak Atas ‘Fanah dan/etan Beangunan

i}

Pagal 4
Wajih Fajak mengurus Akts Permindahan Mak atas Tanak danfatall
Bangupan melalui PPAT atau  Pefabat Lelang seeual Peraturan
Peryrlangan.
PPAT/Pejabat Lelang melakukan penclifen atas ohvek patak vang
haknya dinlihlan,
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Pazzl 3
Wajib Fpjak menghitung dan mengisi Surat Setoron Pajak Dasrah
EBPHTE vang disiapkan aleh PPAT.
Tata Cara pengurisan Akta Pemindahan Hak atas Akta Tanah
denfatau  Sangunan sebageimana tercantum dalam  lampiren I
Peraturan Bupati ini
Ragian Kedua
Pembayaran SPATH
Pasal 6
Wajlh Pajak  melakukan pembayaran BPHTE terhutanp  dengan
mengpunakan S50 BRPRTE.
Pombayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan oleh
Waith Pajak melalui Bank atau Tempat Lain vang ditunjuk atau
Bendahara Penerimaan pada BRPAD,
Tata Lara pembayaran BPHTB sebagaimana terventum  dalam
lampiran I Peraturan Bupati o,
Buagian Ketigs
BSPD BRPHTS
Paxai 7
Setiap pernbayaran BPHTS wajib ditelit oleh Fungsi Pelayatan,
Penelitinn scbagaimana dimakeud pads ayat {1} meliput
#. kebeneran informasi vang tercantum dalsrn SSPD BPHTS,; dan
b, kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTE.
Jika diperfokan, penelitian sebegsitoana dimsaksud pada ayat {1}
dizertai dengan pemerikrsan lapangan.
Proses verifiknsl Bukt pembayaran BPFHTE di kantor «dilakukan malirg
lema 2 {dua) hari kerfs dan apabils proses verifikesi tersebut dizsertai
dengan penelitian i lpangen dilakukan paling larma 7 {tujithy hari
kerjn sefak diterimarnya 3SPD BPHTRE dan tidak dipungut biava.
Tata cara penelition 35PD BPHTE olsh Wajih Pajak aebagainana
tercantuin dalam lampiran 1¥ Peraturan Bupati ind,
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Bagian Keempat

Pendafteran Alta Pemindahkan Hak Atav Tanah dan/ateu Banguman

EL}

f
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LL}
{2}
F3)

{4}
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Faspl 8
Wajib  Fajak melakukan pendaftaran Hek ates  Tanah  atan
pendaftaran pemindahan Hek ates Tenah kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Tuban.
BFFRAL} dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertsnahan
Nastonial dalam ranglka pendafiaran Pemindahan Halk
Tata cara pendafiavan Hak Ates Tenah sebapaimana tercantum dalam
Fampiran 1V Peraturan Bupati ing,

Begian Kelimn
Felnporan BPHTE
Fasal o
Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan  dan
Pelaporan.
Pelaporan BPHTE  bertujuan uniuk memberikan informasi tarstang
realisasi penctimasn BPHTR sebagat beagian deri Pendapatan Ask
Dacral (PAD).
Fagul 10

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTE
berdagarian dokumen-dolusmen dari Bank dan/atac Bendahara
Penerimaan dan fatay PPAT.
Fungst Pembukuan den Pelaporen menerima laporen penevimaam
BFHTE dari Bank yang ditunjuk/Bendshara Penerimaarn paling
Imnbat pada 1angeal 10 (sepulub) bulan berfkutinva,
Fungsi Peminikian dan Pelaporan meneritoa laporan pembustan Akta
Peroiehan Hak Atas Tanah dan/stan Bangunan dap PRaT paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikuatnya.
Tatz cara pelaporan BPHTE  sebagaimaens  tercantum  dalam
lampiran ¥V Peraturan Bupat ini.

Bapian Kesnam
Propedur Pexnagthan
Paxaf 11

[} Prosedur penagiban dilakulkan untuk menagh BPHTE terhiitang yang

behum dibavar oleh Wajih Pajak,




{2}

3}

{43

.

Prowedur penagihan  scbagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)
dxlakeanakan melalui penetapan STPD agar ditumuskan dalam
Prsad 1 dan /atan SKPDKE/BPHTE dan/atau SKPDERT/BPHTE.
SEFD danjatan SKPDEER/SKPDKBT BPHTE sebagaimana dimaksid
pada ayat {2} dapat diikut dengan Burat Teguran dan/stay Surat
Paksa jika diperiukarn,

Toata cara  Penagihan BPHTB sebagaitans  tercantum  dalem
jarnpiran VI Peraturan Bupat! ind,

Baginn Ketujuh
Frosedulr Pengiirangan
Prsal 13

{1} Pengueatigan BPHTE disjukan olsh Wajib Pajal dan  disampaikan

kepada fungst pelayvanan untak digelit,
(2} Pengurangan BPHTE sebagaimansa dimaksud pada avat (1} dapat

dibarikan terhadap ;

a. BPHTE yang ade hubungannys dengan sebab-sebal tertentu;

h. BPHTB  yang wajib pajaknya ada hubungan dengan obyek pajak:

e Tanah den/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial

atay pendidikan zerty tanah dan Jatau bangunan yang aslama masa
rehabilitas] digunakan untuk kepentingan sosial atau pendicikan,
yang tidal semata-mata untuk mencari keuntungan,

{3 BFHTB  yang ade hubungannya densgan  sebab-sebab  tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ruf 2 meliput:
a. wajib Pajak yang memperoleh hak atas tansh melahsi pembelian dari

hasil ganti rug pemerintal veng nilal gant ruginya dibawsh Nilad
Jual Obwel: Pajalc

. wallh Pajak yang memperoleh hak ataz tanah sehegsi penpganti

ukituk kepentingan wmum;

- wajib Pajak yang memperelels bak stas taneh dan bangunan vang

ticlak berfungel Iugl seperti semula vang disebabkan bencans atam,
atay sebab-sebab lain seperti kobakaran, banjiy, tanab longsor,
genpe bumi, gunung meletus dan baru hara,

. wajib Pajak vang memperoleh hak atas tanah sehagai pengantt atps

tanah ditwbaskan olel pernerintah unfuk kepentingse 1rm,




. wagih Pajak Badean yeng terkena dampek. krisis ekonomi dan moneter
yang berdampek Iuas pada kehidupen perekonomiat nasionat
sehinggs Waiib Pajak harus melakuksn restrukturisast useha dan
atay Uiang usaha sesual dengan kebijakan pernerintah;

wajib Pajak Bank Mandivi vang mempercleh hak atas tanah yang
berasal dart Bank Bumi Daya, Bank Dapang Negara, Bank
Pembangunen Indonesfa, dan Bank Eksper Impor dalam rangkaian
proges penggabunpan usahe (merger);

- wajth Pajak Baden vang melakuksn Penggabungan Ussha {merger)
alau Pelebwran Ussha {konsolidasi] dengan atau tanps terlebih
dabulu mengadsicon Lkwidasi dan telah rnernperoteh  keputfusan
persetuiuan penggunaar Nilai Buku dalam mangks pengpabyngan
atau peleburan usaha dac Birektur Jendersl Pajak:

- wajih Pajak Orang Pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil [PNS}
Tentara Masional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiusan
Fegawat  Negedd Sipil, Purnawirawen Tentara Negara Indonesia,
Pumawirawsn Folisl Republik lodoensia atayu janda/dudanya YATIE
memperoleh hak atas tanah dan/atau  bengunan rumsh  dinas
pernerintah;

wajibh Pujak Badan Korpy Pegawei Republik Indonesia (KORPRE vang
memperoleh hal atas tanah danfatay bangunan dalam  ranpks
pengadagn  perumahen  bagi anggots Korp Pogswai  Republik
indonesiafPegawai Negeri Sipik;

wijib Pajek Badan anak perusahasn dari perusahasn asuranst dan
reaauransi yang memperoleh bak atas tansh dan/atew bangunan
yeug berasal dar perusahasn induknye selaku pemegang saham
tungpst sebagat kelamjutan darl pelaksanaan Keputusan Menterd
Keuangen tentang Resebatan Keumngan Perusaheen Asuranst dan
Ferusahaan Reasurangi

. wajily Pgjak vang domisilinya terrmasuk dalam wilayvah program
rehabilitasi den rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dany
atay bangunen melahii program Pemerintab & bidang pertanshan
atal Wajils Pajald yang Obyvek Pajaknys terkena bencana alam gemps

bumi dan gelombang tsunami;
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wajih Pajak yang Obyek Pajainya terkena Dencana alam gempa burnd
yang perclehan haknya atau saat teruangnya tedadi 3 {tige) bulan
sebefum tevjadinye hencans,

4} BPHTE yang Wajib Pajslmya ada hubungannys dengan Cbyelk Pajak
sebagaiimana dimaksud pada ayat {2 huruf b meliputd

4.

wejih Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak bark melahi
program pemerintab di bidang pertanaban dan tidek mempnyai

kemampuan secara ekonomis;
wajib Pajak Badan vang memperclel hak barz dan telah RETIEURAA]

tanah danfatan bangunemn secars fisik lebih dard 20 {dua puluh)
tahun yang dibuktikan dengan surat pernyatasn Wajib Pajak atan
keterangan davi Pejabat yaiig berwenang;

wajibh Pajalk Orang Pribadi vang memperoleh hak atas tenah dan atau
hangunan Rumah Sederhana, dan Rumah Susun Sederhans seria
Rumah Sangat Sederhana vang dipercieh langsung dart pengembang
dan dibavar secara angsuran;

. wajil Fajak Orang Pribadi vang menerima hibah dan orang pribadi

yang mempunyal hubungan keluarga sedarah dalam garia keturimnan

huris saty derajet ke atas atau satu derajat kebawal.

(5t Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau

pendidikan serta tanah dan/atau  bangunan vang selama masa

rehabilitant digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang

tidak semate-mnata tdak untuk mencari Reuntungean sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] huraf ¢ meliput

a.
|«
i
d

£,

partt asuhan;

. pant jompo;

ruinah yatim pigi,

- selofah/perguruan tingg yang  tidak  dituyjukem mencar

kauntuingan;dan

rumah sakit gwasta milik institust pelayanan sosial masyarakat

{65} Tats cara pengurangan BPHTE sebagaimana ercanturm dalsm kBeapiran

Vil Peraturan Bupafi ing,




Pasnl i3

Pengurangan BPHTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetaphan

sebagai berikut ;

2. sebesar 25 % (dus puluh YHma persen) dard pajak yang terutang untuk
Waiilr Pajak sebagaimana dimalsud delam Pras? 12 avat (4} hursf ¢

b. sebesar 50 % (Hma puluh persen) dard pajak vang terutang untuk Wajib
Fajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 12 ayat {2} huruf a, buruf b,
huraf ¢, hurud o, kuraf g, buarof j dan ayat (4) buruf b, hansf d serta
avat (&,

¢. sebesar 75 % {tujuk pulub Hma persen) dari pajak vang terutang untuk
Watih Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avat [(3) haruf ¢
huruf b dan ayat (4} huraf a;

4. sebesar 100 % (seratue persen} dari pajek yang temytang untuk Wajib
Pajak sebagrimana dimakaud dalam Pasal 12 ayat (3} huraf £, hueut i,
Fewraf §, dan huref k.

Puyal 14

f}) Fermohonan pengurangan BPHTB digiukan secara  tertubis denpan
disertal alasan yang jelas dalam jangka walkte paling lama 3 fHgal bulasn
sejal sant terutang BPHTE,

2} Bupati sesusi dengan kewenangannya delam wektu paling lama 3 Frigs}
bulan sejak tanggel diterimanya surat permohonan harus memberikan
keputusan atas permohonan pengurangan BPHTE yvang dinjuikan Wajib
Pajek.

{3} Pengajuan  permohwonan  pengurangsn  BPHTS  tidek  mesunda
pembayaran.

Panal 15

(1) Pemberian  pengurangan  sebagaimana  dimaksud dplarh  Pasal (172
dilelcsanakien dengan persetujuan pejabat yang berwvenang.

(2} Persetujuan darl pejabat yang berwenang acbagaimana dimaksud pade
ayal (1] dengan ketenituan sebagal berikut
a. pemberian pengurangan yang besamya di atas Kp. 3 000,000,000 {lbna

juta rupiah) dengan persetujuan Bupati;

ﬁ!ff




Fp

{1}

{2}

- 13 -

L. pemberian pengurangan vang besarpya Kp. 1000.000,00 {satu juta

riapdah) =f/d Rp. 3.000 00002 (Hina juta rupiah) deppan persetujuan
Sekestaris Daeraby;

- pemberisn pengurangan yang besarnya & bawak Rp. 1.000.000,00

faartu juta rupiah) dengan persetijuan BRPEAD,

BAD IV
FASILITASY

Pasgl 16
Kepaly BPPRAD memberikan  Iasiitast  delam Pelakeanagn
Peraturan Bupag inl.
Fasilitasi  sebagaimana  dimeksud pada  avat (1} mencakup
menghkoordinesilan, metyempurnakan  lampivan-lampisan  sesuai
dengan ketentuan perundang-undengan, melaksanakan sosiaHsasi,
supervist dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk
kelancaran peterapen Peraturan Bupati 5,

Pagael 17

Jarglka wakiu  penyelesaian  fungsi  pelsyanan BPHTS  distur  dalam
Keputusan Bupati,

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pazal 18

Brengan ditetepkannys Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor

24 Tabun 2011 tentang Sistemn dean Prosedur Pemnungutan Bea Perolebhan
Hak Atms Tanah dan Bangunen sebagaimana telah diubab kedua kal
dengan Peraturan Bupati Nomot 4 Tehun 20316 (lembaran Daersh
Kebupaten Tuban Tahun 2016 Seri © MNomor 4] dicabut dan dinvatakan
ticdal Borlaky,




Panal 19
Peraturen Bupati ini mulai bertalu sejak tanggal diundanpkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundanpan
Peratursn Bupett ind denpgan penempatannya dalam  Berita Daersh
Rabupaten Tuban.

Bitetapian &1 Tuban
rada tangpst & Havet 2047

/' BUPAT 'Eﬁmﬁ y

;J szH ATHUL HUDA 4
Dipndangkan di Tuban
pada tanggal & Maret 2017
SEKRETARIS DAERAR
KABUPATEN TUBAN,

BU ANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERIE NOMOR 13

o




LAMPIRAN ]

PERATURAR BUPATI TURAN
NOMOR 14 TARUN 2019
TENTANG

SIETEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
HEA PEROLEHAN HAK ATAE TANAH DAN
HANGUNAY

TATA CARA PERGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN
/ ATAT BARGUNAN

A, GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan bak ates tanah dan/ atau
bangupan merupakan proses pengaiuan pembustan  akta stbagai
dobumen fegal penetimasn hak atas tanah datfatan bangunan yvang
dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hek atas tanah dan fatan
bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanatbs

Prosedur ini melibatkon Pejabmt Pombuat Akta Tanak sebagai
pihak vang menviapkan fortn 33P0 BPHTS dan draf Akis Pemindaban
Hak atas Taneh dan/atay Bangunan.

Balam prosedur ini Pejabat Pemnbuat Akts Tansh akan mermoribss
kebenaran dan kelenghkapan dokumen terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunen, Petnerikssen dilskuken dengen mengecek
dokumen dan datn terkait obyek pajsk di Kenals Hantor Pareasabas
Kabupaten Tuban.

FIHAKX TERKAIT.

E. Waith Pajak selaku Penerima Hak,
Metupaian pihak vang memilild kewajfiban membavar BPHTR atas
tanah dap/atan bangunan vang dipersiehnya. Dalam prosedur i
Wailh Pajak menyiaphksn das menvershlen dokumen pendulkung
terkait pemindehan hal atas tanab dan/ateu bangunan,

2. Batuan Kerjn Pengelala Keuanpan Daerah (SEPFRDY,
Merupakan pihak yang mempunyal otoritas dalam  penpelolaan
kevangan: daerah, yang secara organieasi dapat berbeatuk Badan
Pendapatan, Pengelolran Eeuangan dan Aset Daerabh (BPPRAD),
Dalam prosedur ind BPPRAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan
PPAT dalem mernyviapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTEH { 35PD
BPHTH).

3. Pejabat Pembuat Alde Tanal: { PPAT .
Menupakan pihak yang membantn Wajib Majak dalam menghitung
BPHTE terutang dan menviapkan SSPD BPHTE. Pihak veng dapat
menjadi PPAT ialalt Carnat atau Notaris, Dalam prosedur ini PPAT
bertugas dan berwenang untuk:




- Memeriksa kebDensran data terkait obvek pejak ke Kepala Kantor
Pertanahan Kabupatan Tulusmn;

- Menyviapken draf Akts Pemmindahan Hak atas Tenah dan/atan
Banpunan;

4 Kepals Kantor Pertanaban Nasional

Merupakan piltak yang mengeloda database pertanmhan di wilayeh

wewsnangnya. Dalamm  presedur ind, Kepala Xantor Pertemaban

Newsionel menyedinkan  data  yang  dibutuhkan PPAT  terkaidt

pemerikszan abyek pajak.

C. LARGEAH-LANGEAH TEKNIS
Langkah 1
Wajlh Ppjalk {selaky pepedma hek atas tanab/ateg banguanan)
menviapian dolbumen pendulkung terkait perplehan hak atps tanah
danfatav bangunen. Dokumen pendukung ind menyatakan babwa telah
terjucdi penverahan halt atag tanah dan/ateu bangunan antara kedua
elphr pihak, Dokumen ini dapat berupe suret perjanjian, dokumen jual

Belf, surat hibah, surat waris, dan laio-lain yang pada daesarmya
tnenyatakan telah terjedinve pomindshban hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan. Dokumen ind jdgs dapat disertad dengan dolnimen
pendukung lainnyva.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta
Pemindahan Hak atss Taneh dan/Bangunan kepada PPAT. Waiib Pajek
menyerahlkan permohonan pengurusan akis kepads PPAT dilampiri
denpam dokumen pendukung terkeil perolehrn halk atas tanah danfatau
bangmznan.

Langkah 2
Pefabmt Pembuat Alkta Tanah [ PPAT ) menerdmps pettnohopan

pesggnisan akta dan dokumetts pendubung peroleban bak atas tapab
dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lajy memeriksa kelenghkapan
dokumen pendukungz yang diterima. Jka dokumen peondukung yang
diterima  telah  lenghap, PPAT Lemuodian menpajukan  permohonan
pemerikaaan dete obyek pajak kepada Hepale Kantor Pertanab@m
Kabupaten Tuban.




Langhat 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan
Masional menyediakan data yang dibutubkan PPAT untul melakukan
pemneriksasn obyvek pajsk. Kepals Kantor Pertanahan Kabipsten Tuban
menyverahkan data obyek pajak kepada PRAT.

Langkah 4

PPAT menerima data obyek pajal dard Kepala Eantor Pertanahan
Kabupaten Tuban. PPAT lemudian smemerilkas Rebenaran data obyek
pajak dengan membandingken dokumen pendukung perclehan hall atas
tanah danfateu bangunan dan data obyvek pajak deri Kepala Kaneor
Pertanahan kKabupaten Tuban, Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan
poigecelan obvek pajak dengan metakulkan observas lapangan.

Langhkak 5

PEAT menviapkan draf Akia Pemindabean Hak  atag Tagah
danfatau  bangunan. Dokomen ini merupakan rencangan  askia
pemindaban  hak  atas  tanah  danfatau bangunan vang belum
ditandatangani eoleh PPAT. PPAT Lkemudian menyimpan draf Akta
Fesmindaban Flak atas Taneh dan/fatal Banguinan.

Langkah 6

Berdasarkas prosedur yang telah beriplan, PPAT menerime
formulir Surat Setoran Pajalt Daerah BPHTE [ 85PL BPHTE} dari 8Badaen
Perdapatan, Pengelolagn Keuangan dan Aset Daerah.

Langkah 7

Hetelah kelenghapan dokumen dan kebegaran data obyek pajek
terpenuhi, make PFPAT menghitung nilai BPHTE teroteng.  FPAT
kemudian mengist informas obyek pajak den nilal BPHTS terutang ke
dalse formmulir Suret  Setoran  Pajak  Daerah BPHTR.  Setelah
mencantumkan seluruh  informasi yang  dibutohkan, PPAT  lalu
menandotangant Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE, Surat Setoran.
Pajak Daeraly BPHTE meripakan surat vang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penvetoran pajall vang terutang ke
Kas Daerah stay tempat lain yang ditetapkan oleh Bupat dan sekaligus
wntulk melaporkan data perolehan hak atas tanah danfatau Dangunan,
Surst Setoran Paiak Dacralh BFHTEB terdin atas & lembar, dengan rinciai
sebegad betilout




» lembar | untuk Wajit Pajak,

« lambar 2 uniak PPAT sebagst araip

o lembar 3 untudk Kandor Pertanahan Nasional sebagal lampiran
perrpahonan pendafiaran.

« lembar 4 unfuk fungsi pelayanan sebagad Jampiran permohonan
petelitiam 33P0 BPHTH,.

+ dembar 5 uniuk Bank yvang ditunjuk/Bendehara Penerimaan =ebagai
arsly,

«  Lembar & untuk bank yapg ditumgulk/Bendabiars Penerimaan sebeagai
laporan kKepads Fungst Pembukuan f Pelaporarn.

Tangkah B
PPAT menverahkan Surat Setoran Pajpk Paerah BPHTE yang telab diist
lepada Welil Pajak.

Langkah 9
Waiib Pajek menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE yang telah
dikgi ofeh PPAT.
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EAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TUBAKR

NOMOR 14 TARFUR 2017

'THENTANG

SISTEM DAN PROJEZDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
RANGUNAN

TATA CARA PEMBAYARAN BFHTH.

A. GAMBARAN UMUM

Frosedur pembayaran BPHTE oleh penerima hak atas tanash
den/fetan banpgunan merupakat proses pembavaran yang dilekuken
Waiib  Pajak atas  BPHTE  terwteng  melalui Bank  vang
diunjuk/Bendabara Penerimaan,

Palam prosedur ini Weiib Pajalk dapst memiiibh uotuk melakukan
pembayaran dengan melaliulian penyetoran ke relening Kas Daerah
melalui Bank wyang ditunjuk mfsn secars tunad melalul Bendshars
Peneritnaatt,

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajih Pajak selaku Penerima Hak,
Merupaken pihalk vang memilikd kewsjiban membavar SBPHTR
terutang atas perolehan hak atas tanah dan/ataun bBatglngn.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah [ PPAT }
Merupakan Pithak vang menyiapkan Surat Setoran Pajalc Daerah
BPHTHE sebagai dasar bagi Wajib Pajak datam membayar BFHTB
terutany dan membanty melakubkan perhitungannyas.

3. Bank yang diturnjuk/Bendahars Penerima.
Merupakan pihak vang menerima pembeyaran BPHTE terutang dar
Wajth Pajak. Dalem prosedur imi Bank yang ditunjulk/Bendabara
Feperimaan berwenang unfuk |
menerime pembayaran EPHTE terutang dart Wajilb Pajalc
- memetiksa kelenghapan pengistan 38D BEFHTB.
mengentbalikan S8P0 BPHTE yang pengisiannya tdak lenghkap/
kurang

- menandatangant SSPD BPHTE yvang telah lengkap pengisianiys;

dan

- mengarsip SEFD BPHTE lembar 5 dan 33P0 BPMTE lembar 6.




C. LANGEAH-LARGRAH TEXNIS,

Langkah 1

Derdasarkan prosedur asebelumnya, Wajlb Peiak alan menerisoa Surat
Hetoran Pajak Daerah BPHTE (838PD BPHTB) vang telab diist, Surat
Setoran Pajak Deerah BPHTE merupakan surat yang oleh Waih Pajak
digunakan untonk melpkukan pembayaran atau penyetorats pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati
dan  ackalizizs untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atpu bangunan. Surat Setoran BPHTE terdin atas 6 lembar, dengan
rincian sebaprt berikat

» lembar I untuk Wajib Pajak.

s Gembar 2 untuk PPATE sebagail araip

+ Jlembar 3 untuk Kantor Pertanahan Kebupaten Tuban asebagal
lampiran permohornan pendaftaran.

v lembar 4 ontuk fungsi pelayanan sebagat lampiran permohonat
perielitian SSPD BPHTS.

s tember 5 untuk Bank vang ditunjuk/Bendshara Penerimmaan sehagal
argip.

+ lombar 5 untuk bank vang ditunjui/Bendahara Penerimnaan sebagai
laporan kepada Fungsi Pemnbukuan/ Pelaporan.

Sebeium disunakan dalam proses pembayaran, Walib Pajek dan PPAT

menandatangani S50 BPHTE tersebut.

Langkah 2

Wajinp Fajak  menyerabkan  S8PD  BPHYE  kepada Bank vang
ditunjuk /Bendahara Penerimaan. Pada saat yang Dersamaan, Wajih
Pajak kemudian wmembeyarkan BPHTE terutang rmelalui Bank yang
ditunjukf Rendahara Penepimaan.

Langkah 3

Bank vang diturjuk,; Bendahara Penerimpan mensrima S5PD BFETH
dan uang pembayaran SPHTER terutang dari Wajib Pajak, Bank yang
gitunjuk / Bendahare Penerimaen kemsudian memneriksa kelenghapan
pepgisian SSPD RPHTE dan kesssuaian besaran nilal BPHTE teritang

dengan uang pembayaran yang diterima darl Wajib Pajak,




Langhkal 4,

Bank yzng ditunjuk/ Bendahera Penerimasn menandatangzni SSPD
BPHTE. Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1 - 4 dikembalikan
ke Waiill Pajak.

Langkah &

Wajil Pajak menerima S5PD BPHTE lembar 1,23 dan 4 dari Bank FRTHE
ditunjuk/Bendahars Peneriteaan, Walib Pojak kesmudian melaloekan
proses beributingz, yaite permohonan penelitinn SSPD BPHTE ke Fungst
Felavanan di BPPEALD,
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LAMPIRAN ITY

PERATURAN HUPATI TUBAN

ROMOR 14 TAHON 201%

TENTARG

HIETEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGURAN

TATA CARA PENELITIAN SSPD BEITR

Aq-

GAMBARAN TTMUM

Prosedur penelifen H3ueat Setoren Pajak Daersh BPHTS merupakan
proses veriflkasi kelenghapan dolumen dan kebenaran dats terkait obwel
pajak yang tercamtum dalam Surat Setoran Fajak Daerah BPHTE.
Progedur i dilakukan setelah Wajily Pajak melakukan permbayaran
BPETE terutang dengan mengpunakan Surat Setoran Fajak Daerah
BFHTE melajul Bank yang ditunjuk/Bendahard Penerimaan, Penelitian
Surat Setaran Pajak Daersh BPHTR dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di
Badan Penidapetan, Pengelolasn Keuangan dan Aset Doerah, Jika sentus
kelenphapan dan kesesuaian data obyek pajak terpenuhi maka Fungai
Pelayanan akan menandatangeni Surat Setoran Pajak Daersh BPHTD,

PIHAK TERKAIT.

b, Wajib Priak selaku Penerlma Hak,
Merupakan pihak yang mengriukan permohonan peneltian kepade
Fungsi Pelayanan atas Surat Setoran Pajek Dasrah BPHTE vang telah
dibayarkan.

2. Fungsl Pelayapen.

Meripaian piliak vang menieriksa kebenaran informasi terkait obvel

pajak yang tercantum datam Surat Setoran Pajek Daerah BPHTE,

Furgsi Pelayonan berwenang dan bertugss untuk ;

- memintg data terkait obvek pajak kepade Fungsi Pengolahaen dan
Inforomsi:

- aenerikss kelengkapan dokumens dan Kebenaran deta terkait
obyek pajak yang tercantum datam SSPD BPHTH;dan

- menandaiengant Surat Setoran Pajak Deerah BPHTE yvang telahb
diverifikasi,




3.

-2

Fangel Pengolahan Data dan Infermas].

Merupakan pitak yang menyimpan database obyek pajak, Fungsi inj

menyediakan data terkait obyek pajak kepada Fungsi Pelayanan,

Fungst Pengolahan den Informas) berwenang dan bertugas untuk

- mengelola databuse obyek pajak vang termasuk dalam wilayah
wewenangnya.den

- toenyediakan date obyek pajak ates permintasn dad Fungsi
Pelayazae,

C. LANGEAH-LANGRAN TEENIS

Langhah 1
Waiih Pajak selabu penerima hrak menyiapkan dolkumen pendukung yang
ditattuhken untuk penelitian S3P0 BPHTB, Dokumen pendukung terdird

atas :

F

SEPD BPHTE yang terters MNowror Trensakst Penerimasn Daersh
{NTPD/SSPD BPHTE disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
fotacopy idemtitas Wajih Pajak (dapat berupa Kactu Tanda
Penduduk/Surat Bin Mengemudi/ Paspor);

Surat Kuasa dari Wajid Pajak {dalam hal dikuasakan);

iotocopy RKartu Keluarps atau Suret Keterangan Hubungsn Keluarpga,
delam hal trapnsskai waris;

ferecopy identitas Kuasa Wajih Pajak (dalam hal dikaasakarn):

fotecopy Keartie NP,

dolkumen pendukung lain vang diperfukan.

Waililr Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD RPHTE.
Waiit Pagek kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian
ASPE BPHTB, 53PD BPHTE flembar 4), dan dokumen pendulung
kepada Furnpsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menetlina Formmtallir Permohonan Penelitian S5P0
HPHTE, B3P0 BPHTE {lembar 4}, dan dokumen pendukung dard Wajib
Pajak. Funesi Pelayanan kemudian mengaiukan permintsen data
teriait obvek pajak Derdasatrken Formuliv Permohonan Penelition
SEPD BFHTB yang diterima. Pengajuan dilakoekan denpan mengisi
dan menyampailan Fortn Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan

Datra dan nformeasi.




Langksh 3
Fungsi Pengolahan Dats dan Informasi menerima Form Pengajuan
Daga dari Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi
menarlk data yang dibutublen dari sistem database obyek pejak.
Fungsi Pengolehan Data dan Informasi keeudian mencantummkan
inlormast obyek pajek  pada Form  Pengsjusn  Data.  Fungss
Pengolahan

Bata dan Informasgi lalu menyershkan hemball data Form Pengajuan
Brata kepada Fungsi Pelavanan.

Lanpgkah 4
Fungsi Pelayanan menerimis Fore Penigajuan Data yang telah diisi
data obyek najek dari Fungsi Pengolaben Data dan Informast, Fungsi
Pelayantan kemnudian memeriksa kebenaren data vang tercantum
dalgm BBIPL BPHTE dan dokumen penduiang S8PD BRFHTRE
berdasarkan data obyek pajsk dad Fungsi Pengolaban Data dan
informasi. Dalam kondisi  tertentu, BPPKAD berhek melakukan
penelitian lapangan untul mengecek kebenaran data secara 1iil.

Langkeh &

Betelah semus kebenaran informasi obyvel pajak dalam SSPD BRHTR
dan  kelenpkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungs
Pelayanan menandatangani SSFD BPHTE {lembar I, 2, 3, Dan 4§
Fungst Pelayanen mengarsip 33FD BPHTE (lembar 4 } sebagal
dolkumentasi. Fungsi Pelayanan ady menvershiksn S8PD BPUTE
{ lembar 1, 2, dan 3] kepaca Wajib Pajak.

Langksh 6
Wailk Paiak menerima 35PD BPHTB {lembmr 1, 2, dan 3} dasi Funpesi
Felayanan.
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LAMPIRAN 1V

PERATURAN BUPATI TUBAK

ROMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

SESTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

PEA PEROLEFAR HAK ATAR TANAH DAN
BANGURAN

TATA CARA PERDAFTARAN HAK ATAS TANAH DAN FATAL BANGUNAN.

A, GAMBARAN UMOM
Progzedur ini merupekan proses pendaftaran atas peroleban f peralihan
hak kepemnilikan tanah, Pendafaran i dilakukan olek Peiabat Perpbiat
Akta Tanabh kepeda Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban.
Prosedur ini dilakuken sebagsi prasyarat penerbitan Akta Pemindshan
Hak atas Tanah danfatas Bangunan., PPAT menandatangan: Akta
Pemindahan Hak Ates Tanah dan/stay Bangunan setelah pemindaban
halr atag tanah telah terdaftar ¢f Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban.

E. PIBEAX TERRAIT
1. Wajib Pajak selaku Peneritnae Hak.
Merupakan pihak yang menvediakan dokumen-dokumen pendukung
petdaftaran ekta pemindahan hak ates tansh dan/atan benpunan.

Wajib Peiak menverahltan dobkumen-dokumen tersebuot kepaddn
Pejnhat Pembuat Akta Teanah.

2. Pajabat Pembuat Aktz Tanak { PPAT ).

Merupakan pihak vang mengafukan pendaftaran akis pemindaban

hak atas tansh Re Kepaie Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, PiaAT

berwenang dan berfugas uniuk:

- mengaiulan pendaftaran pemindahan Hak atas Tansh:dan

- tenyiapkan dan Menandatengeni Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atayt Bangunan yang tefah terdaftar di  Kenter
Pertanahan Kabupaten Tuban,

3. Hepala Kantor Baden Pertanahan Nesional
Merupakan pihak vang merniliki daftar kepemilikan hak atas tanah di
wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ind Kepals Kantor Pertanahan
Kabupeaten Tuban berwenang dan berfugas untuk

- memerikst kelengkspan dolamen pengajuen pendaftaran hak atas
tanahy; dan
- mepervansrut daftar halk kepemmilikan tanah.




C. LANGHAH-LANGKAH TEEKNIS
Langhah 1

Berdasarkan prosedur penelidan dan prosedur nembayaran, Wajib Pajok
meneninma Surat Setoran Pajak Deeralh BPHTS (S3FD BPHTE} lembar 2
dan 3, sedanghan, Wajib Pajak memperoleh Bukt Penerimaan 58P FPh
Pasal 4 ayat {2} ates pembayman pajek penphasilan meladul Kannor
FPelayanan Pajak, Wajib Pajak lalu menverahkan Surat Setoran Pajak
Baeran BPFHTE {SSFD BPFUTE] lembar 2 dan lember 3, sertz Baskti

penerimaan 530 PPh Pasal 4 {2) kepada Pefabat Pembuat Akts Tanah
{PPAT).

Langkak 2

PPAT menerima Surat Setormn Pajak Deerah BPHTB (BEPD BPHTE}
lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimann S5F PPh Pasal 4 {2 dar
Wajib Pajake. PPAT kemudian menyiapksn draf Akta Pemindahan Hak

atas Tanah danfatay Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTSH
fernbar 2.

Langkah 3
FPAT mengajikan pendafiaran perolchan/peralihan hak atas tangh
dengan menyerahkan draf Akta Pemindshan Hak Atas Tanah dan/atau
Barngunan, Surat Setoran Pajak Daernh BPHTE (SSPD BPHTH) lembar 3,

serta bukii peretimaan S8F PPh Passl 4 (2] kepada Kepula Kantor
Pertanahan Kabupaten Tubamn,

Langiah 4

kepala HKantor Pertanahan HKabupsten Tuban menerima dokumen
pengaitan pendaftaren peroiehan/peralitan hak atas tangh, Kepala
Kantor Pertanahan Nasional kemudien menelaah kelenghapan dokumen
dan kebenaran data terkait obyek pajak. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Tuban iriu memperbaliarui datebasze daftar kepemilikan hak

gtps tanabh.



Langhkah B

Kepzela Kantor Pertanaban Kabupaten Tuban mengarsip Surat Setoran
Faiak Daerah BPHTE (389D BPHTE) lembar 3, Kepala Kantor Badan
Pertanahan Magional lalu menyerabkan draf Akta Pemindaban Hak atas

Tanel dan/atau Bangunean serta Bukt Penerimean 889 PPh Paupl 4 {2
kepada PEPAT,

Langhkah 6
FPAT menerima dokumen fergebut dan ketnudian menandatangani Akia
Pemindahan MHak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langhkah 7,
FPAT  menyerahkan Akta Pemindaban Hak ates Tanak danfatay
Bangunan yeng telah ditandatangani kepada Wajib Pajale.

Langkeh 8.
Waiils Pajak menerima Akta Pemindahan Mak atas Tanab tlar fatas

bangunan.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATE TURAN

ROMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

SIETEM DAN PROSBEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH AN
BANGUNAN

TATA CARA PELAPORAN EFHTE
A. GAMBARAR UMUM

Frosedur pelaporen BFHTS memnpakan proses vang dilskyuken aleh Bani
yvang ditunjuly/Bendaliara Penierimaan dalam melaporkan peneritmaan
pembayaran BPHTE dari Wajib Pajak, Prosedur ini jugs meliput proses
pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuaé Alia Tanal atas setiap akia
pemindahan hak yvang telal: diterbitlean.

Prosedur ini melibatian Bank yang  ditunjuk  stes penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajih  Pajek vamg melalui  mekanisine
peiyetaran ke rekening penerimaan Kas Daemsh,

IMIHAK TERRAFT
1. Bank yang ditunjuk.

Merspakan pihek vang menetima pembavaran BPHTE dari Wafl

Fajak melahi meksnisme petivetoran ke rekening penermaen Kas

Dizerah, Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk -

+ menerime pembayvaran BPHTRE dan Waib Pajak;

- menerbitkan dan menyvampaikan Nota Kredit kepada Rendahara
Fenerimaan atas sebap pembayaren BPHTB melalui rekening
penerimazn Kas Daerah: dan

- menyiapkan Hegister S3PD BRHTS,

2. Bendahara Penerimansi.
Merupakan peiabat fungsional vang ditunjuk untuk  menedma,
menyvimpan, menvetorkan, menatausahakan, dan mempertangrig-
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangie pelakeanaan APRD
pada Badan Pendapatan, Pengelofaan Keuvangan dan Aset Paersh
{BPPRAL). Balam prosedur ini Bendshara Penerimaan berwenary dan
bBertugas untuk :
- meneriana  pembayaran  BPHTB dag  Waith  Ppjalk  melalug
mekamisme penyeioran tunal;



I

- menerima Nota Kredit dao Bank yang ditunjuk atas setiap
pembaysran  BPHTE dad  Wajib Pajak  melalii  mekanisime
penyetoran ke rekening penerimaan Kas Daerah:

v mmenerima register S8PD BPHTB dar Bank yang ditunjuk atas
pembayvaran  BPFHTB  dar Weiih Pajsk  melalut tnekanisemne,
penyetoran ke rekening penerimaan Kas Drerah;

- menyiapken register S8PD BPHTE stas pembavaran BPHTH der
Wajlb Pajak vang melalul mekanisme tuned ke Bendehars
Penerimaan:

- mencatat penerimaan BPHTE dalam buky penerifnaan  dan
peTTyEtaran;

- menyiapkan register STS;dan

- mendapathan SSPD BPHTB  tesmbar 6 dari Dank YRR
ditinjuk/Wajib Pajak.

3. Pojabat Pemmbuat Akta Tansh { FPAT )
Merupaukan pihek yang menyiapkan dan menandatangani  Akta
Pemindaban Hak atas Tanab dan/atau Bangunan, Dalom prosedur
ini PPAT berwenang dan  bertugas untuk  membuat Leporsn
Penerbitan Akte Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,

4. Fungsl Pembukusn dan Pelaporas.
Merupakan pibak yang bertugas untuk menyvispkan Laparan Realisasi
BPHTE berdasarkan dolamen-dokuspoen vang diterima dasd Bank
yang ditunjuk / Bendahara Penerimasn dan Pelebat Pembuat Alds
Tanah, Dalam progedur ini Fungsi Pembukuan dan Pelaporan
berwenang dan bertugas wntulk:
- meneripa 33P0 BPHTE lembar 6 dart Bendahara Penerimaar;
- menerima register B8P0 BPRTE dari Bendahara Penerimagry:

-  menerima regiter 3TS dart Bendahara Penerimasn;

- meneritns Bulne Penerimesn den Penvetoran dars Bendabara
Penerimgan,

« menerima Iaporan penerbitan Akta Pemindaban Hak atas Tanah
dan fatadl Banpunsn dari PPATdan

- mhenviaphkat laporan reglisagi PAD.




C. LANGEAH-LANGKAR TERNRIA,
L. Pelaporan BPRTS yang dterima melalui Hank yang ditunjulk,

Jangkeh 1
Berdasarkan orosedur sebelurunya, Bank vang diturguk MENgRrRip
S3F} BPHTE lembuar 5 dan SSPD BPHTE lambar & atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTE dad Wajit Pajak vang melahsi
miekanisme penyetoran ke rekening penerimaan Kas Draerah.
Langkah 2
Berdasarkan S8PD BPHTE lembar 5 dap lembar 6, Bank yang
ditunjuk menerbitkan Nota Kredit dan memboat reginter 33P0 BPHTH
atns setiap penerimasn pembayaran SPHTE dao Waiib Pajak. Bank
yang ditiumjuk mengarsip S8 BPHTH lembar 5.

Langkal 3

Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredlt ke
Bendahera Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BPFHTB
melati) rekening penerimean Kas Daerah,

Lanpgkah 4

Bendahara Peneritnase  menerima Nota Kredit dari Bank YHEEE
diturguic. Bendabera Penerimaan kemudian mencatat penerimaan
EFHTE ke Buku Penerimasn dan Penyetoran. Bendahara Penerimaan
Juga mencatat penerimann BPHTE ke dalam register T3,

Langkah &
Secars periodik, Bank yvang ditunjuk menvampaikan tegister SSPD
BFHTE yang dilsmpivi dengan SSPT} BPHTE tembar 6 ke Fungsi

Pembuluan dapn Pelaporan.

Eangkah &
fuangsi Pembukuan daw Pelaporan menerima register SSPD BPHTS
yang dilampiti dengan SSPD BPHTE lembar 6




2.

Pelaporan BPHTB yang diterime melatul Bendahara Penerimass,
Langkad 1

Berdasarkan  prosedur sebelumnys,  Bendahars  Penerfmann
mengarsip 33PD BPHTR lembar % dan 6 atas Setiap pernerimagt

pembayaran BPHTE dari Wajils Prjak secara tunai melalii Bendahars
Petierinaan,

Langkeh 2

Berdasarkan S2PD BPHTR lembar & dan 6, Bendaharp Penerimazn
mencatat  penerimaan  BPHTB  dalam Buku  Penerimaan dan
Penyetoran. Rendahara Penerdmasn juga mencatat S8P0 BPHTE ke
dalain register S3PD BPFHTE. Bendahara Penerimaan mengarsip S8PD
RPHTE lembar 5.

Langkah 3

Secarp periodik, RBendahare Penerimaszn menyanpaikan repister 3SR
BPHTE yang dilampiri dengan SSPD BPFUTE lembar 6, Buku
Peneriimaan dan Penvetoran, boserts register 3TS kepoda Funged
Pembukuan dan Felaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukoan dan Pelaporan menerima register S5PD BFHTH
yang ditampiri dengan SSED BPHTH lembar 6, Buku Penerimasn dan
Fenyetoran, heserta register STS.

Pelaporan Penerbitan Akts oleh PPAT.

Fanghkah I

Berdasarkan prosedur sebelumnya, FPPAT menyviapkan dan
menandatangani Akla FPemindehan Hak atas Tanah dan fatau
Bangunan, PPAT juga menerima SSPD BPHTE lembar 2 dari Wajila
Prjak.

Lanphkah 2
FEAT meminiat Laporan Penerbitan Akia Pemindahan Hak atas Tanak
danfatal Banginan ates setap alkta yang telah diterbitian,
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4.

Langlah 3
PPAT menyvampaikan laporan Penerbitan Akta Pemindabam Halk atae
Tanah dan/fatau Bangunan ke Funggi Pembukumn dan Pelaporan.

Yanghah 4
Fungsi Permnbuicuan dan Pelaporast rnenerima Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Mak atas Tanah danfatan Bangunan,

Pelaporan Reslisasi BFHTR.

Langhab 1

Herdasarkan prosedur Cl, 2 dan €3, maka Fungei Pemmbukuen dan
Feiaporaty menerima  dokumen Derupa  register SSPD  BPHTS,
B3P0 BPHTH lembar 6, Buku

Peneritnasn dan Penyetoran, register 3T8, dan Laporan Penerbitan
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/mtay Bangunan.

Langhaly 2
Berdasarkan dokumen-dobumen tersebut, Fungsl Pemnbuliian dan
Pelaporan menyusun Laporan reglisasi BPFTH,
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LAMPIRAR Vi
PERATURAN BEUPATI TUBAN

NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGDTAN

BEA PEROLENAN HAX ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

TATA CARA PERAGIHAN BPETE

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetopan  Surat Tagithan Pajak Daersh BPETE
merupakan proses yang dilakukan furgsi pelavanan dataen menetaplan
tagihan BPHTE terutang vana disebabkan karena BEHTE terutang
menurut SSPD BPHTH; ticak Mhurang dibayar, salah titita, salah hitung,
gdan kena bungs fdenda.

Frosedur penetapen Surat Ketetapan Fajak Daesrah Kureng Bayar
BPHTB/Kurang Bavar Tambzhan BRPHTE ETUPAKAN  NDAES  VRNg
dilahuben Pungsi Peloyanan dalom memerikss BPHTR vang masih
kurang dibayar atas Surat Setoran Fatak Dacrah (S2PLH BPHTE dalsm
lengka wakiy 5 { lima } tahun semenjak dibayvar olch Wajih Pajak atay
atas Burat Ketetapan Pajak Deerah { SKPD b Buratg Bayar dalam janghka
waktus o {lima} tahun semonial diterbitlkan oleh Fungai Pelayanan,

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses  yang
dilalcalean Fungsi Pelayanan dalam menidaklaniug Wastb Pajak vang
belum melunast BFHTE terhutang hingga pada saat Jatul tempo.

Progedur ini medibatkan Fungsi Pelavanan sebagal pihak vang
memiliki dan mengeiola database daftar Surat Tagihan Pajak Daerah
{ STFD | BPFHTH, daftar SKPD Kurang Bavar BIFHTH, daftar SKPD Kurang
Bayar Tambsghan BPHTR, dan daftar Surat Teguran,

B.PIHAR TERKAIT.

1. Wajib Pajak.
Merupakan phek vang memiliki kewnitben membayver BPHTE
tethutang berdsssthan Surat Tapihan Pajak Daerah (TP BPHTB,
Surat  Keputusan Pajak Daerah Kurang Beyar BPHTB, Surat
Reputusan Pajak Dagrah Kureng Sayar Tambahan BPHTH, Wajib
Pafak fugs aken menerima Suret Feguran jike pada saat ixtuh tempo
behumn melunasi BFHTR tethutang.

2. Fungel Pelayanas,
Merupakan pihak yang berwenang dan bertupas wntulk
- foemnenksa 35PD BPHTR
- menerbitkan 87TPD BPHTE,

it

/l/




C. LANGRAH - LANGKAH TEKNIS,
1. Penetapan STPD BPHTB.

Langhkah 3
Eerdasarkan prossdur pembayaran BPHTE gebwelumnys, maka

Hungsi Fenaghan mengarsip SSPD BPHTR vang telal dibavsrkan
aleh Wajih Pajak.

Langkah 2.

Fungsi Penasgihan laly memerikss setiap S35PD BPHTB teruirng
yang tdak/kurang dibayar, salabh tulis, salah hiteng dan kens
bunga fdenda.

Langkah 3.
Ates B3PL} BPHTE terutang vang tidak/kurang dibavar, salah tulis,
salals hitung dan kema bungs/dends maka Fungst Penagifarn
menerbitkan Daftar 887D BPHTS yang Sdak fkurang dibavar,
salah tulig, salab hitung dan kena bungs /denda, Fungsi Penagihan
kernudian mengarsip daftar tersebot,

Langkah 4.

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTS berdasarkan Daftar
SEPD BPHTE vang tidak/kurang dibayar salah tulis, salah hituang,
dan kena bunga (denda. STPD BPHTE dicetak ranghap 2.

Langkah 5.
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTS {lembar 2).

Langkah 6.

Fungsi Penagihan mengivimban 3TPD BPHTE | lembar | } kepada
Wil Pajak,

Langhkah 7.
Fungsi Penagihan thernperbaharui Daftier STPD BPPHTS atas setiap
STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Waiib Pajak,
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2.

Langhah &,
Wajik Pajak menerima STPD BPHTR dan membayarkan BPHTE
terutany sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTS.

Fenetapan Sumt Retotapan Pajak Peerah [ SKPD 1 Kutueng
Hayar BPHTB/Kurarg Bayar Tambahan BEFHTR.

Langkah 1,

Herdasarkan prosedur pembayaran BPRYTS sobelumnyn, maka
Pungst Penagihan akan mengersip B3P BPHTE yeng telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak,

Langhah 3,

Fungsi Pemagihan menveriksa setiap SS3PD BPHTS vang telah
berfangka walktu 5 fima) tahun semenjek dibayar oleh Wajib Pajak.
Fungsi Pemagihan mesmeriksa nilad  BPHTS terutang yang
tercantum dalam 53PD BPHTE terscbut. Atas SSPD BPUTS VATRE
ternyata kurang bavar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan
Daftar 58P BPFHTB yung kurang bayar,

Langhah 3,

Fungsi Penagihan jugs mesnenksa sctinp SKPD Rurang Bayar vang
telah berjangka wakiu 5 (Hma) tabun semenjak diterbitkan. Fungsi
FPenagiban memeriksa nikel BPETE terutang yanrg tercantum dalam
SKPD Kurang Bavar tersobut,

Atas SEPD Kursang Bavaer yang masih kurang bayar, funast
Fenggihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang
masiht kuvang dibavar.

Langksh 4.
Berdasarkan  daftar yeng  telah  dibuet, Fungsi  Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar {rangkap 2) dan SKPD Kurang
Bayar Tambahan { rangkap 2).




3.

Langkeh 5.

Fungsi Fenagiban mengarsip SKPD Kurang Bayer (lembar 7 } dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan {lembar 2).

Langhkak 6,

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar {lesnbar 1}
dan BKPD Kurang Bavar Tambahan (lemmbarl) kepada Wajib Pajak,

Tangkah 7.
Fungsi Penogiban memperbsharsi Daftar SKPD Kurang Bayar atas

setiap SKPD Kurang Bayar vang telah dikigmkan krpade Wailb
Pajak

Lengkalk 8.
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan atas setap SKPD Kurang Baysr Tambahan yang telah
dildrimian Kepada Wajits Pajak,

Langkah 9.

Wajih Pyjabk menerima SKPD Kurang Bayvar/SKPD Kurang Bavar
Tambahan dan membavarkan BPHTE terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTS.

Penebitan Surat Teguran.

Langkah 1.

Berdazagkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPD Kurang
Bayar/SKPD  Hurang Bayar Tambaban, Bungss Penlagihan
SOETE ST AT

- daftar BTPD BPHTE.

- daftar SKPD Kurang Bavar,

- daftar SKPLD Kyrang Bavar Tambahan.

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan
memantalr Surat Keterapan BPHTE yang akan mendekat jatub
ternpda.




Langhkah 2
Selama 7 {tujuh) hari sejak jstuh tempa, Fungsi Penagihan
menghubting dan melakuksn pendekatan persuasilt kepada Wayib
Pajak sgar melunasi BPHTS vang masih terutasyr,
Fendelatan persuasif meliputt |
- menghubungl wajib pajak melalui tefepon.

mengiritikan suret pemtberitahuan dan himbauar,

Fangkah 3,

Setelah 7 (tujuldt hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembagaran pajsk secars mengangsur oleh Wajib
Pajal vanp disetujul, make Fupgsi Fenagihan terus melakukan
pendekatan persuasif kepada Wajlh Pajak agat melunasi BPHTH
yamng masth terutang.

Langkah 4,

Setelah 7 (tujub} hari sefak jatuh PerRin, AfAas  permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib
Pajak yang tidak disetujui, maka Funpsi FPenagibian menerbithkan
Zurat Teguran (ranghkap 2),

Iangkah &.
Fungsi Penagihan mengassip Surat Teguran {lembar 37,

Langkah 6.
Fungsi Pepapihan menginmkan Surat Teguran (lembar 1} kepada
Wajib Pajuk.

Langkat: 7,
Wajih Pajak menerima Surat Teguran.

Tangksh 8.
fungst Penagihan memperbaharai Daftay Surat Teguran atas
setiap Burat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Prjak.
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LAMPIRAN V&1

PERATURAN BOPATI TV HAN
REOMOR 124 TAHUN 2017
TENTARG

SISTEM DAN PFROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAE DAN
BANGUNAN

TATA CARA PERGURANGAN BPHTR
A. GAMBARAN UMUM.
Prosedur pengurangen DPHTE merupakan proses vang dilainakan
Fungs! Pelayanan dalam  enetapkan persetojuan/penolekan  atas
pengajuan pengurangan BPHTES terutang darl Waiib Pajak, Fungsi
Pelayanan kemnudian menelasb dan merneriksn pengajuan PeRgUangan
berdagarkan dokuwmen pendukung pengajusn dan deta terkait abyek
pajak.
Fembertan pengurangan sendin dilakukan berdaszar Peraturan
Bupati yang berisi tentang kaiteria dan kategor pergurangan  untuk
daersh yanp bersangkntan. Prosedur ind melibatkan Fungsi Pengolahan
Bata dan Informasl sebagai pihak vang memiliki dan mengelola database
ohyek pajak di wilavah administraginya.

B. PIRAK THEREAIT,
1. Wajlh Paiak,
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan aias
BFHTE terutang menurut  surat  Ketetzpan BPHTS vang tefah
diterbitkan sebehumniye.

2. Fungsl Pelayanan.

Merupakan pihak vang berwenang dan bertugas untuk :

- wenerima, meneiaah, dan memeriksa permohonan  pengajuan
pengurangan BPHTR,

- menerbithan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTE.

- mengajukan data terkait pajak kepada Fungsi Pengolaban Data
dan {nformasi.
menerbitkan Berta Acara Pemeriksasn, dan

- menerbitkan Surat Peaclakan Pengajuan Peugurangan BPHTS
atau Surat Keputusan Fengurangan BPHTE.

3. Fungsi Pengolahan Data den Informas].
Merupakan pihak vang berwenang dan bertugas untuk ;
- mentyimpan dan mengsioba databese terkait obvel paink, dan
menyediakan data terkait obyek pajak kepada Fungsi Pelayanan.

g/f{f.ﬂ o




C. BANGEAH-LANGKAH TERKIS.

Langkah 1.

Wajibh Pajak pengirimkan Surat Fengajuan Pengurangsn BPHTB vang
dilampini dengatt  dokurnen pendulung pengajuan pengurangan dan
salinan Surat Ketetapan BPHTR kepada Fungss Pelayanan.

Langkah 2.

Fungai Pelayanan nenerima dokumen pengajian pengurangan SPHTE,
Fungsi Pelayanan kemudian memberilkan Tanda Terima Pengajuan
Pengurangan BFHTE kepada Wajib Pajak.

Langkah 3.
Fungst Pelavanan mengarsip  dokumen PEREEUEn PETIguIAnsarn.
Derdpserkan dokumen  tersebut, Fungst  Pelayensn kemudian

mengajulkan pernintzan data terkait obyek pajak dengan menyiapkan
Form Pengajuan Data.

Eatphab 4,
Fungei Pelayanan mengidmkan Fortn Pengajuan Data wepada Fungsi
Pengolahan Data dan {nformas:,

Langkak 5.
Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajusn Data,
Fungsi Pengolaban Data dan Informasi kemudien menarils date terkait
obyek pajak dart Batabase Obyek Paiak,

Langkah 6.
Fungsi Pengolahan Date dan informast mengisikan Form Pengajuan Pata

dengan data terkait obyek pajak.

Langkah 7
Fungsi Petigolahan Data dan Informasi mengithnkan Form Pengajuan

Pata {yang teleh terisi) kepada Fungsi Pelavanan,
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Langkah 9.
Fungsi Pelaveman menelaah dan memeriloga Pengajian pergurangan
BPHTE berdasarkan data obvek pajak vang telah diterima. Selain i,
pemerikssan jupr dilskukan atps kesesuaian antara PENEailan Viangy
dinjultan dengan ketetapan atay kriteris dalam Peraturan Shipati.

Langkah B,

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berlta Acara Pemerikegan dean:

-~ SBurat Penclaken Pengajuan Pengurangan BPHTE { unftuk veng
ditolalgatay;

- Surat Keputusan Pengurangan BPHTE funtuk vang disetujud).

Lenghah 10,
Funps! Pelayanan mengarsip Berita, Avara Pemeriksaan.

Luxgkah 11,

Hungsi Pelayanan mengirimkat: Surat Penolakan Pengajuan Penpgurangan
BPHTE {bagi yeng ditelak) atzu Surat Keputusan Pepgurangan BPFHTE
(bag yang disetujul] kepada Wajib Pajak.

Langkeh 12,
Waiibk Pajak menerima  surat ketetapan BPHTBE dan  melakukan

pembayaran sesuai dengan prosedur pemnbayaran BPHTE.
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